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Peraturan tentang label halal suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Tapi pada kenyataannya, dipasaran
masih banyak beredar produk pangan yang mencantumkan label halal tidak sah. Pencantuman label halal tersebut belum tentu
melalui proses sertifikasi yang sesuai dan benar. Oleh karena itu banyak konsumen yang dirugikan.
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan sertifikasi label halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan
produk di Indonesia, untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap label halal yg belum
tersertifikasi, untuk mengetahui dan menjelaskan tentang suatu produk yang dikatakan  halah dan bisa disertifikasikan.
	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pengumpulan data yang
dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, buku-buku teks,
teori-teori, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian diketahui bahwa hukum telah mengatur tentang pencantuman label halal pada kemasan, namun masih tersebar pada
beberapa  peraturan yang terpisah-pisah, akibatnya masyarakat belum mengetahui dan memahami aspek-aspek hukum dalam hal
tersebut. Sedangkam proses mengenai produk halal dan mekanisme sertifikasi label halal sudah diatur dengan lengkap dalam
ketentuan normatif yang diatur secara tekhnis, tapi masih perlu ditingkatkan  sosialisasi  dan pengawasannya secara lebih optimal.
Disarankan kepada Pemerintah harus lebih tegas lagi mengenai label halal dan sertifikasi label halal, karena masyarakat di
Indonesia adalah masyarakat yang mayoritasnya Islam. Tidak membiarkan pendaftaran produk halal hanya bersifat sukarela dan
tidak ada paksaan. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan mengenai sertifikat
halal. Apabila pendafataran lebel halal dirasa sangat memberatkan produsen, pemerintah lebih baik membuat dan menggunakan
sertifikasi label haram, jadi tidak memberatkan kepada pihak produsen yang memproduksi makanan halal. Dan konsumen juga bisa
terlindungi dari produk-produk haram.
